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Abstrak
 

Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau yang saat ini kita kenal sebagai salah satu

layanan financial teknology peer to peer lending merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi

informasi dibidang sektor jasa keuangan yang pada saat ini diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

melalui POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi. Penelitian ini hendak membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan

melindungi konsumen yang menggunakan layanan pada sektor jasa keuangan di Indonesia dan bentuk

perlindungan konsumen sektor jasa keuangan berupa mekanisme penyelesaian sengketa yang menggunakan

jasa layanan peer to peer lending (pinjaman online) ilegal oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Peraturan

Perundang-Undang. Metode penelitian yang digunaan adalah dengan menggunakan penelitian yuridis

normatif yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Kesimpulan pertama dalam penelitian ini adalah

dalam perlindungan konsumen yang menggunakan layanan pada sektor jasa keuangan di Indonesia, prinsip

perlindungan konsumen mengacu pada POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor

Jasa Keuangan. Kedua, terhadap konsumen yang menggunakan layanan jasa pinjam meminjam uang

berbasis teknologi informasi berpedoman pada POJK No.77/POJK.01/2016, namun POJK ini hanya

melindungi konsumen yang menggunakan layanan pinjam meminjam yang sudah terdaftar dan berizin resmi

di OJK. Sehingga, terhadap konsumen yang menggunakan layanan pinjam meminjam yang tidak terdaftar

resmi atau ilegal tidak mendapatkan perlindungan oleh OJK. Namun seharusnya OJK tidak serta merta lepas

tangan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen yang menggunakan peer to peer lending ilegal

karena OJK memiliki concern dalam memberikan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan di

Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

......Peer to Peer Lending is a form development of information technology in financial services sector,

which is currently regulated by Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016

on Information Technology-based Loans and Lending Services. This thesis will analyze the role of the

Indonesian Financial Services Authority in regulating and protecting consumers’ rights and their usage of

financial services and other consumers protection effort, especially in regards to financial services dispute

resolution mechanisms. This research will analytically describe principles of consumers protection who have

used financial services under the Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 on

Consumer Protection in Financial Services Sector. Furthermore, consumers who used Peer to Peer Lending

services based on Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 will find that this

regulation only protects consumers who used loans and lending services which have been officially

registered and authorized by the Indonesian Financial Services Authority. Other legal consequences which
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include, but not limited to, leakage of personal information, financial default, or any other legal actions

beyond the regulations’ limit remains unprotected. But, OJK should not able to say that OJK cannot provide

protection to consumers who use illegal peer to peer lending because OJK has concern in providing

consumer protection in the financial services sector in Indonesia, as stipulated in article 28 of law No. 21

Year 2011 on OJK.


